
LEMBARAN DAERAH

KOTA  BANDUNG

TAHUN : 2010 NOMOR : 09

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT

KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 14 Tahun

2001, namun dalam perkembangannya saat ini sudah tidak sesuai

dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat

serta perubahan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang

retribusi daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

kearah terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas angkutan jalan serta pemakai jalan, diperlukan adanya

pengelolaan parkir yang lebih baik dan didukung dengan pembiayaan

yang memadai, dan untuk itu perlu dilakukan pengaturan kembali

mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota

Bandung tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : …



2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

(Republik Indonesian dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang …



3

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3358);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

18. Peraturan …
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04

Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan

Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat

Ketentuan Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

1986 Nomor 10 seri C)

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10)

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kota   Bandung   (Lembaran

Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2006

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran

Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 08);

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2008 Nomor 05)

25. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor

02);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan  Parkir   Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah

Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 03);

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2009 Nomor 09)
Dengan …
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS

PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bandung.

4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung.

7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

8. Badan  adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukam bagi lalu lintas yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air

serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Retribusi ...


